KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal

Surat Kabar :

Halaman

: Keterwakilan Perempuan Dikorupsi di Bulan Reformasi
: Senin, 22 Mei 2023

Media Indonesia
16

Keterwakilan Perempuan
Dikorupsi di Bulan Reformasi

Titi Anggraini
Pengajor hukurm pemil Fakuitas Hukum
Unboersitas Indoresla, Pembing Perludem

EPANJANG akhlr 1997, awal 1‘\0&([|m]mm aknya

Bertleutnva, sfirmasl keterwakilan perem puan @rus
eltinglatkan, balk melalul UU Pactal Politik maupuan LU
Pemilu. Misalnya, ketentuan Pasal 2 aval (2) UU 202008
tentang Partal Politlk yang menyaratkan pendirian
dan pembentukan partal politk menyertakan 30%
keterwakllan perempuan, Selain i, ketentuan bahwa

Mel 1998, sebagai has dua,
syl berdirl bersama ratusan :I('mmulr.m yang
renuniud reformast, Ada enam hal yang diminta,
Penegakon supremas) hukum, pemberantasan KEN,
pengadilan atas Presiden Soeharto dan kronlnya, amen-
demen konstitusl, peneabutan dwilungsd ABRI TN Polrl),
dan pemberian stonomi deerah seluasluasnya. Semua
hal it dalam rangka mewujudkan sistem politile dan
pemerintshan yang lebih demoloratis dan berkeadilan,
Bagl saya, perempuan muda berusia jelang 20 ketika
I, apa yang terjadi bukan cuma soal menuntut per-
ubahan. Bergerak sehagal baglan dard massa aksl membe
rikan keyakinan yang sangat personal balwi perempua
Juga merupakan pemililcsaham Indoneska, Fisbenyn bisa
hadir di ruang-ruang publik yang terang dan suaranya
bisa terdengar nyaring oleh telinga otoritas.
Adieyalinan kuat bahwa pemerintahon demokratis-
Ly yangg akan menjauhkan diskriminashatas perempuan
serta memunghinkan rekensicuksi relasi yang lebih
adil dan setara, PesBmpuan yang sebelommnya banyak
dibungkam dalam label darm indis, don remang eksis
tensknyn sebagal Individu dan wargs negara berday
lalu bisa uneul ke muka angs opresh don rasa takut,
Sebagal perempuin muda, sy ingin perubahan, ingin
mash depan yang febih menjanjikan, ingin jadl baglan
sesunggubnyadalam proses penegakan hukum ataupun
bernegars seeara inklusif, Reformasi jadi jalan terang
menju it Semangat permbebasin yang jugs disuarkan
lantang oleh gerakan perempuan dalam skala yang lebih
hesar, Khuwusnya melalui kehadiran Suara b Peduli,
Parjunngan tersebut sejalan dengan pemikiran teoritik
doing gender, Agar kesotaraan gender dianggap sesual
atau normal ditngkat rumal angga, norma budaya dan
tradisi periu diubah yang mana sebuah pemerintaban
yang dipilih secara demokratis memiliki potensi unk
mungubah tidak hanya undang-undang dan kebijakan,
tetapl juga opinl publik (West & Zimmermann 1987).
Jatuhmya Soeharto dan gulican angin segar demokratl-
snsl dimulal dengan salah satunya percepatan penye:
lenggaraan pemilu sehagal akselerasl masa transis
Saluran polithk dibuka Tuas o ful kemudahan men:
dirlkan partai polit dan proses ikut pemile. Namun,
pada Pemilu 1999 memang belum ada pengaturan
Kb terkadt kebijakan afirmasi untuk menguluhlan
perempuan politlk melalul kelembagaan partal politik
atau proses pemily

Jaminan konstitusi

Kebijakan aflemasd, sebagal upaya negara untuk
mempercepat tepwujudngs taia kelola bernegarm yang
Inlklusif dan adil, dikukuhlkon konstitasbonalltasny me-
Tatus amendemen kedua keanstitus Ketentuan Posal 281
ayoe (2 UUD NRE Tohun 1945 menyebur bahwa setlap
orang berhik mendapat lemudahan dan perlakuon
sits untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapal peesamaan dan keadilan,

Jaminan Itu kemud) klanjutl melalul peng
m tekns dalam Pasal 7 huraf e UL 312002 tentang
1 Politlk yang mengatur bahwa partal politlk ber
Tungsl sebagal sarana rekeutmen politk dalam proses
penglsian Jabatan politik melalul mekanisme demo
lormsl dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender,

Selatn ftu, terdapat Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan
bahwa kepengurusan partal politlk di setlap tnghatan
dipilth secara demokestls melalul forum musyawarah
partad polithe sesual dengan anggaran dasar dan angga-
ran rumah tanggn dengan memperhatikan kesetaraan
dan keadilan gender,

Selanjutnya, penjelasan Pasal
bahwa lkesetaraan dan keadilan gender dicapad melalul

(| Jumlah I ROCATD ) dalam

3 ayat (3) menyatakan

kepengurusan partal politik tngkat pusat disusun de-
ngan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan
perempuan. Sementara i, kepengurusan partal politk
tingkat provinsd dan kabupaten/kota masih mengguns-
kan frasa ‘memperhatikon’ keterwakilan perempuan
puling rendab 30% sebagaimana pengaturan dalam AD
dun ART partal politie masing-masing,

Paca lingkup pengaturan pemilu, UL 10/2008 untuk

PUL-XE2013 yvang mendorong penempatan perempuan
pada nomor urit kecil (fadi),

Kebijakan KPU padn Pemilu 2014 terus diperia-
hankan hingga Pemilu 2019, Ketentuan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% pada setiap dapil dite
waskan kemball untuk Pemila 2009 | pengaturan
PEPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan
DPRD, Sehubungan i, Pasal & ayat (2) PKPU 20/2018
mengatur dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal
calon perempuan di setdap dapil menghastlkan angka
pecaban, dilakukan pembulatan ke atas. Partal politlk
selalu mampu memenuhl ketentuan kebijakan afirmas
tersebut, baik pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019,

Haslnya, keterwalkilan perempuan di parlemen terus

Pemily 2000 memperkwat transl
perempuan melalul keberadsan Pagal 53 yang me-
nyebut_bahwi daftar bakal ¢nlon anggota DPR dan
LR memuat poling sedicdt 30%, Selain i, df dalam
daftar balkal calon yang disjulan partal petitl horus
memenuhl ketentuan setlap g orang bakal calon ter
Y St OTARg | P balkal
callon (semi zww systent).

Pivcla saat 1tu, KPU sebagal regulator masih bersikap
kurang tegas dalam mengaplikasikan pasal afiemasi da-
lnm operasionallsas] pencalonan anggota DPR dan DRERD,
Kpu tidak berhasls
dapil s Ldifar caleg
yang dilakukan per dapll K]'U lmlnuu anti kst ket
waklapperempuan paling sedilde 30% secara naglonal,
berupa | prrsentase pada keselurahan dapll,
Wikt i, tak eran Bilasaat it erdapat dapii-dapil ying
ketterwakilon perempuannya kurang dari 30%,

Evaluas atas Pemilu 2000 kemudinn menjadi landasan
untukgmerekonstrukst kebijakan afirmasi

terwakilony L

meskipun belum sepenuh-
i wesual harapan menghasilican keterpilihan paling
sedikit 3% perempuan di DPE dan DPRD, Pemilu 1999
menghantirkin 9% perempuan di BPR, nidk menjadi
1A% paca Pemihn 2004, lalu 18 4% pada Pemilu 2009,
turun menjadi 17,6% pada Pemili 2014, dan natk lagl
menjadi 20,52% pada Pernilu 2099,

Ironi 2024
Tal diduga, ronk datang saat justru
dan publik makin beradaptasl den)

aktor politik
m kebijakan afir

vang keterwakilan perempuannya akan kurang dari
ketentuan paling sedikic 30% keterwakilan perempuan

Contoh konglretnya, penghitungan 30% keterwakilan
perempuan darl jumlah calon sebanyak empat orang
Ialah menghasillean angka 1,2%, Bila dibulatkan ke ba
waly, partal palitik culup mengajukan satu perempuan
caleg orang darl empat bakal calon yong mereka usung,

Padabal, satu darl empar caleg lalah setara dengan
25%, tldak memenuhi ketentuan keterwakilan perem-
puan paling sedikit 30% sebagalmana perlntal UU, Hal
yani sama terjad| pada dafar caley yang berumlah 7,
B, dan 11, Arthrya, telab tecjacdl korupsi atas hak politlk
perempuin dalam pencalonan.

Protes keras publik dan kelompok peduli keterwakilan
perempuan datang bersahutan, Keitik keras dan ke-
caman menyasar KPU, Merespon itu, KPU bersama
Bawaslu dan DEPP lalu menyelenggarakan konferensi
pers yang pada intinya menyatakan bahwa KPU akan
melakukan perubahan Pasal B ayae (2) hurul o PKPU
Mo 12023 dan mengemballlkannya sebagalmana pen-
gaturan terdahubu, Perubshan tersebut akan dilakukan
KPUsetelah herkonsultasi dengan DPR dan pemerintah,
UL mgmang mengatuebalwn pembentukan peraturan
KPU wajib berlonsultagh dengon DPR dan pemerintah
melahul suai rapat dengar pendapat (RDP) yang mano

mash dan upaya
KPU secara tiha-tiba ||ul:|g|||lm|lu'|ll ):l\blhllum )'.m,u

i ROP atas kongultash tersebut berdasar Putug-
an MK S2/PULXIVAROLE dnlah bersifac tdak mengikar,

bertentangan dengan UU Pemilu dan d
pengaturan afiemasi keterwakllan perempian untuk
Pemilu 2024

Dalarn PEPU 102023 fentang Pencalonan Anggota DPR
dan DPRD yang diterbitkan pada 17 April 2023, Khusus-

putusan KPU untulk melikukan revist penub
lmw 15l dan DKPP,

Akan tetapl, dalam RDPKamlst 0 DPR R Bersama
Kementerian Dalam Negert dengan menghasilkan kepu-
Lasan yang mana Komisi 11 DPR R meminte KPU untuk

iy dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf
batiwa dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon

keterwakilan perempuan menjadi
lekih Jouat padu Pemilu 2014,
KPU ke mudian menerbitkin
Peraturan Kpu 7/zo1a
yang mengatue bahwa
koterwikilan pitem:
puan paling sedikit
0% harus terpenubl
pada setlap dapil
dengan menyer
takan paling se.
dikit satu perems
puan di antark
setlap tiga bakal
calon yang diajw
kan partal politik,
Apabila partal poll
tik tidak memenuhl
ketentuan tersebut
di yuatu dapil, partal
politik dinyatakan -
dik memenuhl syarat

sebagal peserty prmiln
pacda dapll tersebut alins
didi il

Babikan, KPU sant it
memperiegas slstem ip-
per memberikan insentil
bagl partal pelitik untuk
menempatkan perempuan
caleg pada nomor keell. Hal
it disebablan meskd mene
rapkan sistem pemlilu propor-
slonal terbuks, keterpilihan
pady nomor urul
wi masth mendo-
mmbnigl atau mayoritag

KPU mengatur apabita
partal mengusing sem-
bllan ornng bakal caleg,
mintmal caleg perempuan
yang harus dinjuban partad
Balal sebanyak tiga orang, Ter-
kalt penempatan ¢ . dalnm

kulu-lmm usnm partal politk di setlap k

Padn Pemilu 2004, kebijakon aflemasi diupayakan
makin kuat melalul pengateran Pasal 65 muu
122003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DIPFRD. Setiap partal politlk peserta pemilu dapat
mengajulkan calon anggota DPR, DPFRD provinsl, dan
DPRD kobupatenfots untuk setlap daerah pemiliban
(dapll) dengan me) rhatikan keterwakilan perem-
puan sekurang-kurangnyn 300,

haly I cabiey
podn nomor urat kecll (misalnys
1, 8, dan 41, KPU membolehlan
apabila padn nomor wrut 7, 8, don
9 tidak terdapat perempuan caleg
karena sudah mendapatkan aflemasi
penemy h pada nemor urat kecll. Hal
plain sejalan dengan ketentuan UU
12, selaras dengan Putusan MK No.20/

perempuan di setiap dapil angla
pecahan, opabil dua tempat desimal di
belakang koma bernilai kurang dari 50,

tetap 1 ketentuan PEPU 102023

ang berkaitan xh-mum keterwakilan perempuan. Bila
dicormt, berdasar narasisanst RDP ataupun pernyatansn
wejumlahpalitikos terkait polemik PKPU 10/2023, terdi-
it tiga hal yang menjaci hambatan dalam internalisas

Rkl peng Wi ik

latan ke bawahs

Selain mengubah norma aflr-

missh keterwakilan perempuan

sebagaimana telah diprakeik

lan pada pmm]n sehelumnyn,
1

perempuan di partal politik dan pemilu,
Pertama, keterwakilan perempunn disnggap sebagnl
beban bagh partal dengan alasan sulit mencar caleg
mpuan unmik memenuhi persyaratan minimal 30%.
ain, masih ada pandangan bahwa perempuan kalah
I:nn||a|~|l|||'rh'||“'m caleg laki-laki dalam melakulkan kerja

i
18 .wm [-’J huruf o PEPU
10/2023 secara hukum juga

pada pemil, Ketiga, kebera perem
|nu|u diutamakan untuk mengurusi a h rumah
rangga darlpada berpolitik,

d

ggar dan L
dengan ketentuan Pasal 245
UL 72017 tentang Pemilihan
Umum yang menyatakan
bahwa daftar bakal calon di se-
tapdaerah pemiliban memuat
keterwakilon perempuan pa-

ling secikit 30%,

ibaya, apabila partal patl-
ke mengikutl ketentuan Pagal 8

myat (21 hurul a tersebul sseara

menyeluruh, akin oda sejum-
lah dapll yang jumiah keter-
wakilan pargmpuannya
kurang doari $0%, yaltu
pada dapil berkursi 4, 7,
#, dan 11, Data yang dislah
Perlud menemkan

o 1 keggagalan menginternali-
sasd kebdjakan afirmasi keterwakdlon perempuan dengan
kerjo-kerja pembs yaan dan proses

Internal partal yang membutubkan kaderisasi, pendi-
dikan politlk, dan regenerasi politik secara berkelan
futan. Bukan musim-musiman, tha masa tiba aksi, Tak
heran kalau keluhan wadislonal muncul, susah cari
pern nuntuk maju pemilu karena meming ikhtlar
bt dilakukan sambilan dan mepat wak!

Knnundnm }ul:u sangat \rndpr.tlru:mnn di tengah
¥ gender Indo-
|u<:i\£| van[bmdn i peringkat 02 dari 146 REATA YONg
dilakukan aleh World Ex le Porum
(2022) hnlnml Jah dart Thooor Leste yang berada
poda peringhkat 56 dan Pillpina di peringhat 19, Padahal,
upayn menuju keadilan dan kesetaraan gender sudah
diupayakan melalul kebijakan afirmasi. Apalagl kalau
ketentuan tersebut dikorupst dorl sebagalmana mes-

yang lahis

balwa
nya ada 38
dapil
DPR

tinya, kesenjangan gender potensial malkin
suram dan terbelakang

Yang lobih menyedihkan, korupsl atas keb!
allemasl juste dilukukan oleh KPU, lembaga negar
independen yang lahir dari semangat relormag don
demakratisasl. Terpadl justru di saat Indenesio memper-
Inggutd 25 tuhun falannya reformast, Mel 2023, Maga-masn
yang mans perempuan Indonesla seharusnya telah
mampu bergerak maju paca su-lsu yang lebih substan-
. Menagth p huin kebijalknn dan pel yang
Enlelusif, adil, dan memajukan perempuan. Bukan malah
kambalt padn diu mendasar yang mestinya telnh tuntag
dilindungl dan dijamin kensiiusl,

Tidak ada pilihan lain bagl KPU kecuall mengubah
pengaturan PKPU 10/2023, Bukan hanya karena keter-
kilan perempuan g dikerupsi, pemblaran atas
aturan tersebut merupakan legalisasd terbukn atay
pelanggaran UU dan susbtansl UUD. Hal itu akan jadi
kotak pandora pada pelanggaran-pelanggaran dan
kemupduran pengaturan bérlkutnya, Bukan hanya
regulast keterwakilan perempuan yang telah dikorupsl,
melainkan juga amanat reformasi dan nilai-nilal demo
krash alean masuk jurang begitu mudahnya,




